
SOSIALISASI SK DIRJEN BINKON NO 
114 TAHUN 2024

Pembekalan Jabatan Kerja Bidang Konstruksi
Di Kalimantan timur

20 Agustus 2025



DASAR HUKUM TERKAIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI
UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi Jo UU Nomor 6 tahun

2023 tentang Cipta Kerja

1

PP Nomor 28 tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko

(pengganti PP Nomor 5 tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko)

3

Kep DirJen Bina Konstruksi Nomor  

114/KPTS/Dk/2024 Tentang 

Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang 

Kualifikasi atas Jabatan Kerja Di 

Bidang Jasa Konstruksi

7

SE DirJen Bina Konstruksi Nomor  214/SE/Dk/2022 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja

Konstruksi Untuk Jabatan Kerja Yang Belum Dapat dilaksanakan

Oleh Lembaga Sertifikasi Profesi da/atua Belum Terbentuknya

Panitia Teknis Uji Kmpetensi

UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

2

PP Nomor 22 tahun 2020 Jo PP 

Nomor 14 tahun 2021
4

Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

Tentang Pelaksanaan Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan

5

8

SE LPJK Nomor  1/SE/LPJK/2025 Tentang 

Pedoman Pemberian Rekomendasi 

Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), 

Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian 

standar Kompetensi Kerja dan Skema 

Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

Jo SE LPJK Nomor 03/SE/LPJK/2025

Permen PUPR Nomor 8 Tahun 

2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan 

Sertifikasi Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka 

mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi 

Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

6

9



PERUBAHAN SKEMA SERTIFIKASI
Penyesuaian skema sertifikasi dilakukan oleh LSP ketika ada perubahan regulasi terkini terkait pengaturan tentang isi
skema sertifikasi, seperti nama jabatan kerja, acuan standar (SKKNI/ SKK khusus/ SKK Internasional), pemaketan
kompetensi, persyaratan dasar (Pendidikan (termasuk prodi) dan Pengalaman), klasifikasi/ subklasifikasi/ kualifikasi/
jenjang.

1

SK DJBK 12.1 Tahun 2022
1. Tanggal SK 12.1 , 2 Februari 2022
2. Tanggal SE LPJK 07 2022 , 01 

September 2022
3. Batas penyesuaian skema 

16 September 2022

* Penetapan jabatan kerja pertama kali diatur dalam SE LPJK tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 ditetapkan oleh SK DJBK

2

SK. DJBK 33 Tahun 2023
1. Tanggal SK 33 , 3 Maret 2023
2. Tanggal SE LPJK 02 2023, 24 Juli 2023
3. Batas Penyesuaian 24 Oktober 2023

3

SK. DJBK 114 Tahun 2024
1. Tanggal SK 114 , 4 Desember 2024
2. Tanggal SE 02 LPJK, 22 Januari 2025

3. Batas Penyesuaian 15 
September 2025

7 Bulan 7 Bulan 9 Bulan



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA 
KONSTRUKSI NOMOR 114/KPTS/DK/2024

PENYESUAIAN 
PADA 

BATANG TUBUH

Adanya usulan dari Stakeholders dan arahan

Pimpinan DJBK untuk Mengkaji

Rasionalisasi Jumlah Jabatan Kerja di Sektor

Konstruksi, sehingga perlu melakukan

Revisi SK Direktur Jenderal Bina

Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023

Adanya Beberapa SKKNI Bidang hasil

penyusunan Tahun 2023 sebagai acuan

Penetapan Jabatan Kerja di sektor

konstruksi yang sudah ditetapkan dan

diberlakukan oleh Kemenaker, serta

adanya beberapa SKKNI masih dalam

proses penetapan di Kemenaker.

Usulan dari para stakeholder dalam rangka

Revisi SK Direktur Jenderal Bina

Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023, serta

menerima Usulan dari Unor di

Kementerian PU untuk Penetapan Jabker

baru khusus ASN

Telah dilakukan pembahasan usulan

revisi terhadap Revisi SK Direktur

Jenderal Bina Konstruksi Nomor

33/KPTS/Dk/2023 dengan para

stakeholder per Klasifikasi Bidang

keilmuan.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA 
KONSTRUKSI NOMOR 114/KPTS/DK/2024

NO KLASIFIKASI
BIDANG/JABATAN KERJA SKEMA SERTIFIKASI TOTAL

AHLI TEKNISI/ANALIS OPERATOR AHLI TEKNISI/ANALIS OPERATOR BIDANG/JABKER SKEMA

1 ARSITEKTUR 3 3 1 5 4 2 7 11

2 SIPIL 41 44 21 95 79 28 106 202

3 MEKANIKAL 9 14 42 22 18 74 65 114

4 TATA LINGKUNGAN 7 18 5 18 25 6 30 49

5 MANAJEMEN PELAKSANAAN 9 9 2 22 15 2 20 39

6 ALIDI 5 8 4 13 13 6 17 32

7 PWK 4 0 0 8 0 0 4 8

8 SRT 3 2 1 5 3 2 6 10

JUMLAH:
81 98 76 188 157 120

255 465
255 465

Rekap Jumlah Jabatan Kerja dan Jumlah Skema 
Sertifikasi Jabatan Kerja 

(SK DJBK Nomor 114 /KPTS/Dk/2024)



PERUBAHAN 
SK DIRJEN NOMOR 114/KPTS/DK/2024

PERUBAHAN 

NOMENKLATUR 

JABATAN KERJA 

ATAU SKEMA 

ADANYA 

PENGGABUNGAN 

JABATAN KERJA

PENGHAPUSAN 

JABATAN KERJA



PERUBAHAN 
SK DIRJEN NOMOR 114/KPTS/DK/2024

PERUBAHAN 

PERSYARATAN 

SKK ASESOR

PERUBAHAN 

ACUAN SKKNI

PERUBAHAN 

PROGRAM 

STUDI

PERUBAHAN 
PERSYARATAN 
SKK ASESOR



PERUBAHAN 
SK DIRJEN NOMOR 114/KPTS/DK/2024

JABKER UNTUK ASN JABKER UNTUK FRESH GRADUATE PROGRAM AKSELERASI D4/S1

JABATAN KERJA BAGI ASN DAN D4/S1 MELALUI PKT



SE LPJK NOMOR 3/SE/LPJK/2025 TINDAK LANJUT 
SK DIRJEN NOMOR 114/KPTS/DK/2024
SE LPJK 03/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 01/SE/LPJK/2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), PENCATATAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
TERLISENSI, SERTA DAFTAR PENYESUAIAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SKEMA SERTIFIKASI JABATAN KERJA KONSTRUKSI – 13 Juni 2025

(Tindak lanjut dari SK DJBK Nomor 114 Tahun 2024)
Perubahannya :

a. Penyesuaian Tabel Jabatan Kerja beserta tabel Pemaketan
b. Penyesuaian Ketentuan persyaratan asesor kompetensi berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30D
c. Penambahan Batas Waktu Penyesuaian Skema (Batas Waktu 15 September 2025)

Surat ketua LPJK Nomor BK/0401-Lk/350.1 terkait Penjelasan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025
berupa:

1. LSP Terlisensi wajib menyesuaikan skema sertifikasi dengan mengajukan permohonan tertulis ke BNSP.
BNSP memverifikasi skema dan menyesuaikan SK Lisensi jika terdapat perubahan nama jabatan kerja, acuan standar
kompetensi, atau pemaketan unit kompetensi.

2. Dalam melakukan penyesuaian skema mengacu pada Tabel Lampiran I dalam Surat LPJK Nomor BK/0401-Lk/350.1
3. Batas penyesuian Skema paling lambat 15 September 2025.
4. LSP yang telah menyesuaikan skema sertifikasi :

a. Jika terdapat perubahan nama jabatan kerja, acuan standar kompetensi, atau pemaketan unit kompetensi → unggah SK Lisensi
penyesuaian di menu Legalitas serta dokumen skema dan Lembar Verifikasi Skema BNSP di menu Skema Sertifikasi.

b. Jika hanya terdampak perubahan persyaratan program studi → unggah dokumen skema dan Lembar Verifikasi Skema BNSP di menu
Skema Sertifikasi saja.

5. LSP dapat melihat rekomendasi daftar penyesuaian skema sertifikasi yang dimiliki pada link https://s.id/FPpsT
6. Lampiran II → berisi daftar skema sertifikasi jabatan kerja dan pemaketan unit kompetensi yang hilang dari SE 01/SE/LPJK/2025 setelah

terbitnya SE 03/SE/LPJK/2025.
7. Lampiran III → berisi daftar skema sertifikasi jabatan kerja dan pemaketan unit kompetensi yang mengalami penyesuaian teknis (penulisan

keterangan acuan, kode unit, dan judul unit kompetensi).

https://s.id/FPpsT


SE LPJK NOMOR 3/SE/LPJK/2025 TINDAK LANJUT 
SK DIRJEN NOMOR 114/KPTS/DK/2024

KLASIFIKASI
Jumlah Jabker SK 

114/24

Jumlah Jabker SE LPJK 
03/23

Jumlah Jabker SE LPJK 
01/25

Jumlah Jabker SE LPJK 
03/25

a b c

ARSITEKTUR 12 7 10 10

ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI DAN 
DESAIN INTERIOR

36 24 36 36

MANAJEMEN PELAKSANAAN 42 43 42 42

MEKANIKAL 117 114 110 110

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 10 9 10 10

SAINS DAN REKAYASA TEKNIK 10 10 10 10

SIPIL 219 273 205 202

TATA LINGKUNGAN 51 45 45 51

Grand Total 497 525 468 471

JUMLAH SKEMA SERTIFIKASI JABATAN KERJA KONSTRUKSI
Pasca Terbitnya SK DJBK 114 tahun 2024

Jabker yang dilayani LSP



DAMPAK PENYESUAIAN SKEMA

KATEGORI DAMPAK SKEMA SERTIFIKASI JABATAN KERJA KONSTRUKSI
Pasca Terbitnya SK DJBK 114 tahun 2024

Jabker 
Konversi = 

[81]

Penggabungan 
(Perubahan) = [53]

Penggabungan 
(Jabker Baru) = 

[28]

Penggabungan 
(Jabker dan Klas 

Baru) = [1]

Jabker Tidak 
Konversi = 

[307]

Perubahan 
Nomenklatur = 

[164]

Perubahan 
Standar Acuan = 

[41]

Perubahan 
Jenjang/Kualifikasi 

= [22]

Perubahan 
Pemaketan = [131]

Perubahan Syarat 
Prodi = [80]

Jabker Keluar 
dari SKK* = 

[6]

Jabker Tidak 
Terdampak = 

[83]

Jabker Baru / 
Tidak ada di 
SK 114**  = 

[4]

Keterangan
*: Jabatan kerja keluar dari SKK adalah jabker yang terkait penilai kegagalan bangunan.
**: Jabatan kerja baru / tidak tercantum dalam SK DJBK 114 adalah jabatan kerja yang SKKNI terbit setelah SK DJBK 114 atau jabatan
kerja eksisting namun banyak dibutuhkan di lapangan. (dibuktikan dengan jumlah produksi SKK dan jumlah LSP yang memiliki skema
tersebut) yaitu
• Juru Ukur Konstruksi**
• Operator Dump truck**
• Ahli Madya Auditor Keselamatan Jalan
• Ahli Muda Auditor Keselamatan Jalan

PERSENTASE JABKER TERDAMPAK  = 

75%



TATA CARA KEBUTUHAN TENAGA KERJA 
KONSTRUKSI DI KALIMANTAN TIMUR

Pembekalan Jabatan Kerja Bidang Konstruksi
Di Kalimantan timur

20 Agustus 2025



PELAKU USAHA KONSTRUKSI 
DOMISILI DI KALIMANTAN TIMUR 

KABUPATEN / JENJANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grand Total

Kab. Berau 5 26 207 34 92 76 178 67 12 697

Kab. Kutai Barat 78 87 86 20 135 86 123 36 17 668

Kab. Kutai Kartanegara 2281 270 98 211 404 427 508 275 26 4500

Kab. Kutai Timur 234 162 228 445 361 171 227 56 14 1898

Kab. Mahakam Ulu 62 17 16 23 47 14 60 6 245

Kab. Paser 258 203 108 98 198 99 168 47 6 1185

Kab. Penajam Paser Utara 1740 176 231 193 43 89 344 34 8 2858

Kota Balikpapan 266 693 259 396 397 651 665 365 197 3888

Kota Bontang 217 410 107 346 466 268 216 84 32 2146

Kota Samarinda 157 566 190 810 1611 1419 2091 1172 495 8511

Grand Total 5298 2610 1530 2576 3754 3300 4580 2142 807 26597

KABUPATEN / JENJANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grand Total

Kab. Berau 3 20 185 27 76 54 134 43 7 549

Kab. Kutai Barat 47 71 59 14 89 50 84 25 6 445

Kab. Kutai Kartanegara 1936 254 62 165 283 231 298 185 15 3429

Kab. Kutai Timur 225 153 146 313 286 130 190 35 8 1486

Kab. Mahakam Ulu 59 16 16 19 35 10 44 5 204

Kab. Paser 215 194 102 66 143 65 111 34 3 933

Kab. Penajam Paser Utara 1355 171 160 124 35 59 214 28 4 2150

Kota Balikpapan 248 520 185 301 309 452 460 243 119 2836

Kota Bontang 135 290 82 258 339 210 140 52 16 1522

Kota Samarinda 153 422 104 577 1158 829 1250 679 247 5419

Grand Total 4376 2111 1101 1864 2753 2090 2925 1329 425 18974

TENAGA KERJA SKK - K

BADAN USAHA

KABUPATEN / KUALIFIKASI B K M Spesialis Grand 
Total

Kab. Berau 1 254 14 3 272

Kab. Kutai Barat 131 1 3 135

Kab. Kutai Kartanegara 3 501 18 24 546

Kab. Kutai Timur 1 943 7 12 963

Kab. Mahakam Ulu 1 22 23

Kab. Paser 304 8 8 320

Kab. Penajam Paser Utara 1 90 4 4 99

Kota Balikpapan 8 488 46 73 615

Kota Bontang 1 255 13 19 288

Kota Samarinda 20 917 90 59 1086

Grand Total 36 3905 201 205 4347

SERTIFIKAT BADAN USAHA

KABUPATEN / KUALIFIKASI B K M Spesialis Grand Total

Kab. Berau 2 918 24 5 949

Kab. Kutai Barat 433 3 3 439

Kab. Kutai Kartanegara 8 1916 57 59 2040

Kab. Kutai Timur 1 3699 8 14 3722

Kab. Mahakam Ulu 1 79 1 81

Kab. Paser 1207 14 11 1232

Kab. Penajam Paser Utara 1 343 7 6 357

Kota Balikpapan 12 1680 94 143 1929

Kota Bontang 1 882 21 24 928

Kota Samarinda 32 3866 234 198 4330

Grand Total 58 15023 463 463 16007

Jumlah BUJK 
4.347

Kebutuhan PJTBU
4.347 Orang

Jumlah SBU 
16.007

Kebutuhan PJSKBU
16.007 Orang

Jumlah TKK 
18.974

Jumlah Total Kebutuhan
TKK untuk perizinan
20.354 orang

1. Penyediaan PJSK dengan duplikat 5 subkla sesuai
Permen 8/2022

2. Menggunakan TKK dari luar Kaltim
3. Program Peningkatan TKK bersertifikat di Kaltim



PELAKU USAHA KONSTRUKSI 
DOMISILI DI KALIMANTAN TIMUR 

KABUPATEN / JENJANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grand Total

Kab. Berau 5 26 207 34 92 76 178 67 12 697

Kab. Kutai Barat 78 87 86 20 135 86 123 36 17 668

Kab. Kutai Kartanegara 2281 270 98 211 404 427 508 275 26 4500

Kab. Kutai Timur 234 162 228 445 361 171 227 56 14 1898

Kab. Mahakam Ulu 62 17 16 23 47 14 60 6 245

Kab. Paser 258 203 108 98 198 99 168 47 6 1185

Kab. Penajam Paser Utara 1740 176 231 193 43 89 344 34 8 2858

Kota Balikpapan 266 693 259 396 397 651 665 365 197 3888

Kota Bontang 217 410 107 346 466 268 216 84 32 2146

Kota Samarinda 157 566 190 810 1611 1419 2091 1172 495 8511

Grand Total 5298 2610 1530 2576 3754 3300 4580 2142 807 26597

KABUPATEN / JENJANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grand Total

Kab. Berau 3 20 185 27 76 54 134 43 7 549

Kab. Kutai Barat 47 71 59 14 89 50 84 25 6 445

Kab. Kutai Kartanegara 1936 254 62 165 283 231 298 185 15 3429

Kab. Kutai Timur 225 153 146 313 286 130 190 35 8 1486

Kab. Mahakam Ulu 59 16 16 19 35 10 44 5 204

Kab. Paser 215 194 102 66 143 65 111 34 3 933

Kab. Penajam Paser Utara 1355 171 160 124 35 59 214 28 4 2150

Kota Balikpapan 248 520 185 301 309 452 460 243 119 2836

Kota Bontang 135 290 82 258 339 210 140 52 16 1522

Kota Samarinda 153 422 104 577 1158 829 1250 679 247 5419

Grand Total 4376 2111 1101 1864 2753 2090 2925 1329 425 18974

TENAGA KERJA SKK - K

PENCATATAN PENGALAMAN TENAGA KERJA

Jumlah TKK 
18.974

Jumlah TKK MANAGERIAL YANG INPUT 
PENGALAMAN (Jenjang 7 sd 9)
4.640

JENJANG TKK
1 4371
2 2107
3 1096
4 1862
5 2745
6 2087
7 2903
8 1316
9 421

Grand Total 18908

PENCATATAN PENGALAMAN BADAN USAHA

PENCATATAN B K M Spesialis Grand 
Total

Belum Input 4 3763 31 176 3974

sudah submit 26 126 173 10 335

sudah input belum
submit

39 1 40

Grand Total 30 3928 204 187 4349
Jumlah BUJK 
4.347

Jumlah BUJK YANG INPUT PENGALAMAN 
(Submit)
335



INFORMASI PUBLIK LPJK https://lpjk.pu.go.id/



INFORMASI PUBLIK LPJK https://lpjk.pu.go.id/
PETA SEBARAN DATA



INFORMASI PUBLIK LPJK https://lpjk.pu.go.id/
PETA SEBARAN DATA
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